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TENTANG

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI

PERUSAHAAN PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4954);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN
PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan perasuransian
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha
perasuransian.

2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian atau
perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.

3. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi kerugian
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian.

4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian.

5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa
dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh
Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.

6. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah perusahaan penunjang
usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan
di bidang perasuransian.

7. Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai usaha perasuransian

8. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang
digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk
meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan
nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya
pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan
perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

9. Organ Perusahaan Perasuransian adalah rapat umum pemegang
saham, direksi, dan dewan komisaris termasuk dewan pengawas
syariah bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum
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perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang
saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan Perasuransian
yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

10. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan
terhadap Perusahaan Perasuransian, baik langsung maupun tidak
langsung, antara lain pemegang saham, direksi, dewan komisaris,
dewan pengawas syariah, karyawan, pemegang polis, tertanggung,
peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, kreditur, penyedia
jasa, dan/atau pemerintah.

11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS,
adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan
Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau
yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan Perasuransian yang
berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

12. Direksi adalah bagian dari Organ Perusahaan Perasuransian yang
melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan Perasuransian
yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara
dengan Direksi bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan
hukum koperasi atau usaha bersama.

13. Dewan Komisaris adalah bagian dari Organ Perusahaan Perasuransian
yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan
Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau
yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Perasuransian
yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

14. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang
melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan
pemegang polis.

15. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari Organ Perusahaan
Perasuransian yang melakukan fungsi pengawasan atas
penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai
dengan prinsip syariah.

16. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai usaha perasuransian.

17. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

18. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan.

19. Kepala Biro adalah Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan.
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Pasal 2

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:

a. keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan
penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang
mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip,
dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;

b. akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga
kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif,
dan efisien;

c. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan
Perusahaan Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan
praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;

d. kemandirian (independency), yaitu keadaan Perusahaan
Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta
bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar,
prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang
sehat; dan

e. kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan,
dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan
yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan,
dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Pasal 3

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi Pemangku
Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta,
dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

b. meningkatkan pengelolaan Perusahaan Perasuransian secara
profesional, transparan, efektif, dan efisien;

c. meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan Perasuransian agar
dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi
pada etika yang tinggi,
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d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan
Perasuransian terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian
lingkungan;

e. mewujudkan Perusahaan Perasuransian yang lebih sehat, dapat
diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan

f. meningkatkan kontribusi Perusahaan Perasuransian dalam
perekonomian nasional.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 4

Perusahaan Perasuransian setiap saat wajib menerapkan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB III

RUPS

Pasal 5

(1) RUPS Perusahaan Perasuransian wajib diselenggarakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional
prosedur Perusahaan Perasuransian yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam mengambil keputusan, RUPS wajib berupaya menjaga
keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan
pemegang saham minoritas, kepentingan pemegang polis, tertanggung,
peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

BAB IV

DIREKSI

Pasal 6

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memiliki
anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

(2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki pengetahuan
dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang
usaha perusahaan.

(3) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib memiliki anggota Direksi
paling sedikit 2 (dua) orang.

(4) Seluruh anggota Direksi Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, dan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi harus
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